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PEMPROV BALI

Pandangan ini mengemuka
saat Pusat Data Bali Post
gelar jajak pendapat te
pengelolaan aset Pempro Bali.
Pada jajak yang dilakukan den-
gan mengajukan kuesione

persen responden menyata can
tidak setu]u jika aset—aset di

aset yang direkomendagi an
dijual ini segera didata dah diu-
mumkan secara terbuka k pada

ihg di

keputusan Pansus Aset me 1 -
kan rekomendasi agar asetdijual

selama ini dianggap meml
Pemprov Bali dihibahkan ] pagla

gannya aset yang tidak strategls
dijual. Responden kelompok ini
berharap dana dari hasil pen-
jualan aset ini digunakan untuk
membangun ekonomi kerakya-
tan dan disumbangkan kepada
desa pakraman. Terlehih setiap
pemeriksaan Badan Pemer-
iksa Keuangan (BPK), pengelo-
laan aset daerah selalu menjadi
temuan. Ini mengindikasikan
memang pengelolaan aset di
Bali bermasalah. Responden
yang mendukung, berharap dan-
anya tidak ditabungkan di bank.

Hasil penjualan aset ini harus

dikembalikan kepada rakyat Bali
dalam bentuk program pemban-
gunan yang berorientasi pada
kesejahteraan rakyat Bali.
Sementara 2,23 persen re-
sponden mengaku tak tahu-
menahu soal pengelolaan aset
Pemprov Bali. Responden men-
gaku selama ini tak ada trans-
paransi dalam pengelolaan aset
daerah. Kalaupun nantinya ada
aset yang dijual, pengumuman-
nya harus terbuka. Lelang aset
angan dilakukan hanya di ling-
karan kekuasaan. (dir)

ke Desa Pakrrar

PANSUS Aset! DPRD Bali telah merekomendasikan ke-
pada Gubernur Bali untuk menjual aset/di bawah lima are.
Pansus Aset berpandangan aset yang berada di posisi tidak
strategis dan sulit dijangkau tidak bisa d
optimal. Aset semacam ini juga dinilai

Nti{m;lm kéalpl)lllxltusari) Pansus Aset ini banyak ditentang.
Langkah ini al sebagai langkah politis yang pragmatis.
OPRD Bali juga dituding hanya mengedepankan pen?lgeekatan
ekonomis dalam mengelola aset daerah. DPRD disarankan

mencari celah dan jalan keluar yang bij
dihibahkan atau dikelola oleh desa pakra
kinkan aset sem
tempat untuk m
generasi muda Ba)l
e SN , |
Lima Are ! 1

\m ini b1sa

Pemuda dan Olahraga
Denpasar Ir. I Gusti Ngurah
Eddy Mulya, S.E., M.Si. men-
gatakan, peraturan menteri
tentang penumbuhar i
pekerti memang memuncul-
kan pertanyiﬁ%. Pasalnya,
tanpa dibuat peraturan pun,
pihaknya sudah melakukan
penumbuhan budi pekerti.
“Namun kita tidak bisa
serta merta menyalahkan

‘menteri yang mengambil

kebijakan ini. Kalau kita iba-
ratkan sebuah pohon, apakah
pohon ini sedang gersang, ada
kekurangan air? Apakah ber-
talian dengan krisis hukum,
kepercayaan ekonomi, sikap,
mental, semuanya, sehingga
muncul kebijakan yang tu-
gasnya mengingatkan kita
bahwa gerakan penumbuhan
budi pekerti adalah sebuah
proses yang tidak boleh ber-
henti, bergerak terus, set-
iap saat harus dibicarakan

ijadika
akukan pengembang n wirausaha bagi

nan

anfaatkan secara
embebani daerah.

agar aset ini bisa
n. Jika memung-
elaba pura atau
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Pascaterbakar

ewan Pertanyaka

elanjutan
embangunan

:

IS
e

uko Pasar Kldul

Bangh (Bali Post) - |

ini pembangunannya belum
dikerjakan. Padahal sudahlada
’kesepakatan damai. Perso lan

‘Wakil Ketua DPRD Ba gli
\Komang Carles, Mmggu 6/9)

pemkab termasuk kelo
pedagang seharusnya m
daklanjutinya segera. :

Jika memang dalam tahapan-
nya mengalami kendala,

ada tmdak 1an]utnya maka
di DPRD akan lakukan langkah-
langkah, dengan mengevalhasi

sistem yang sudah disepakati .

it terangnya

Hal ini dimaksudkannya
penataan Pasar Kidul bisa di-
lakukan sesegera mungkin ses-
uai harapan masyarakat Bangli
selama ini. Sementara itu di
firmasi terpisah, Kepala
Perindustrian dan Perdagangan

“Yang saya lihat sampai saat »

Pembangunan ruko yang seﬁ{- 7

pat menjadi objek gugatan terse-

ut bakal dilakukan pihak ketiga,
dan selanjutnya bakal disewakan
kepada para pedagang. Sudibya

mengatakan, terkait proses pem-
bangunan tersebut Pemkab saat
ini masih akan membuat DED-
nya. Pembuatan DED yang diang-
garkan sekitar Rp 40 juta dilaku-
‘kan dalam anggaran perubahan.

Rencana pembangunan ruko pasar Kidul pascakesepakatan dxq?n tara Pemka
Bangli dengan kelompbk pedagang mantan pemegang SHGB dipertanyakan dewan
Pasalnya hingga saat ini belum ada tanda-tanda kapan pembangunan
bakar 2012 lalu itu akah mulai dikerjakan.

uko yang ter

3
i

Nantmya jika DED sudah selesai
maka akan dﬂanjutkan déngan
proses pelelangan. j

Tahap pelelangan yang akan
diikuti minimal lima pihak ketiga
ini akan dilakukan di tahun 2016.
“Nanti pele a ada panitia
khususnya. Tidak di ULP seperti

langan biasanya,” terangnya.

Setelah ada pihak ketiga yang
memenangkannya, barulah akan
dilakukan proses pembang;.man
“Setelah selesai pem!

_ nya, soal sewa nanti urusan ihalk

gli Nengah Sudibya menje

sesuai kesepakatan penge ‘ T | Bali Post/ina
Pasar Kidul menggt el PASAR KIDUL - Ruko pasar Kidul pascaterbakar 2012 lalu
bangun guna serah BGS): " hingga kini pemangunannya tak menentu.

(o]

L e, 75¢afcm1u ”ZcLS‘ l

-




‘sembilan dari

Tabanan (Bali Post) - Sejumlah persoalan
Dalam pembangunan, yang membuat dana tidak
masyarakat sangat ber- bisa cair atau dicairkan,
gantung dari bantuan pe- di antaranya kesalahan
merintah seldin swadaya. nama, objek yang samaagan-
Salah satu program yang pihak masyarakat sendiri
dikejar masyarakat adalah yangtidak mau mencairkan.
bantuan sosial (bansos). “Kemungkinan uang yang
Untuk mendapatkan gelon- turun tidak sesuai dengan
toran dana dani pemerintah  yang dijanjikan, sehingga

tidak mengeluarkan dan

kecuali untuk kebutuha
- pilkada. Artinya, untu
instansi-instansi yang be
hubungan dengan peng:
manan tahapan pilkad
yakni Polres dan TNIL.
Seperti diketahui, untu
pengamanan selama pros
tahapan Pilkada Tabana

kabupaten ini, mereka wajib  masyarakat tidak mau men- 2015, jajaran Polres meng:
membuat prdposal yang cairkan dana tersebut,” pa- jukan anggaran Rp 3 milia
harus disetujui oleh pemer- par Wiratmaja belum lama Sayangnya, karena terbe
intah. Menariknya, meski ini. p tur minimnya anggaran,
sudah disetujui ternyata Sampai saat ini total Pemﬁlab Tabanan hany

masyarakat

prosedur pen

dicairkan.

besaran dana mencapai
angka Rp 12.925.
Dari total dana tersebut,Rp
12.700.000 sudah dicairkan
per Januari 2015, sedang-
kan Rp 225.000.000 belum
cair. “Peruntukan dana ini
lebih banyak untuk bangu-
nan fisik pura, bale banjar,
dan sekaa-sekaa,” ucapnya.
Sementara di anggaran
perubahan, lanjut Wirat-
maja, pemerintah daerah

0.000.

yvang dibiayai dana hib
hun ini sulit direalisasikan.
- Pasalnya, regulasi berupa
UU Nomor 23 Tahun 201
membatasi pihak yang d
pat menerima dana hibah.
Sesuai aturan pada paﬂ
298 ayat 4 dan 5, dana hi
bah hanya dapat diberikai
kepada badan, lembaga, da

menyetujui Rp 2,5 miliar.

- Di sisi lain, Wiratmaj
ngakui berbagai prcgﬁ'a
ah ta-

Bali Post/kmb28

Ida Bagus Wiratmaja

. Bappeda mesti memil

organisasi kema}syara ai
tan yang berbadan hukym
Indonesia. “Itu merupakan
aturan yang harus dijala
an,” tegasnya.
Ditambahkanny
klausul regulasi terse

dan hukum dan terdaf
sekurang-kurangnya tiga
hun. “Selama ini hibah le
banyak diberikan kepa
masyarakat perorang
dan kelompok masyarakat
yang tidak memiliki badan
hukum,” jelasnya.

Adanya aturan pem-
batasan penerima dana
hibah tersebut membuat

dan memilih alokasi yang
sesuai. “Jadi, tidak bisa
seperti tahun-tahun seb
umnya,” kilah Wiratmaja.
(kmb28)
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memunculkan
membukakan

‘Bendesa Adat Kelan I
Made Sugita, Mihggu (6/9)

kemarin mengatdkan, pem-
bangunan long st rage seba-
gai upaya mengagasi banjir
di wilayah Kutajdan Den-
pasar tidak perlu sampai
mengubah zondsi. “Kita
harus sangat befhati-hati
menylkapl persgalan ini.
Saya cumga ada genda be-

Soal Proyek Tukad Mati

adung Harus

" Fatwa Tertulis'

sar di balik semua ini. Den-
gan perubahan menjadi blok
nonperlindungan, investor
bisa masuk ke Tahura,”
curiganya.

Dalam PP 18 Tahun 1994
tentang Pengusahaan Wisata
Alam di Zona Pemanfaatan,
disebutkan bisa dibangun sa-
‘rana-prasarana maksimal 10

persen dari luas blok peman-

faatan. “Padahal logikanya
hanya untuk penataan dan
normalisasi muara, tidak
perlu sampai ada perubahan
blok Im hanya akal-akalan
saJa,_ tegas Sugita yang
juga anggota Komisi I DPRD
Badung.

Dia memberikan contoh,
pembangunan saluran iri-
gasi di lahan persawahan

yang notabene lahan basah
tidak boleh terbangun (jaluh
hijau). “Kalau kita memban-
gun saluran irigasi yang juga
ada senderannya, apakah
harus mengubah peruntu-
kan kawasan? Tidak perlu!
Itu sama saja dengan pe-
nataan muara Tukad Mati.
Kita hanya ingin menata,
mengembalikan kondisi
muara Tukad Mati, tidak
perlu sampai perubahan
blok, yang justru membuka
peluang perusakan Tahura,”
terangnya.

Politisi PDI Perjuangan

an zona perlindungan menjadl zona pemanfaatan. Usulan ini
nda tanya. Pasalnya, dengan perubahan zona terSebut justru
luang bagi investor untuk memanfaatkan Tahura.

ini mengajak mehhat ke bi
lakang sekitar tahun 201
Ketika itu ada investor (P!
TRB) yang telah diberika:
izin oleh Gubernur untu
mengelola blok pemanfaata
Tahura Ngurah Rai selu
102,22 hektar. Di mana 1
persen dari total kawasa
tersebut bisa dibangun.
“Saya meminta PemkaL
Badung segera berkoordi-
nasi dengan pemerinta
pusat, dengan meminta fa
wa tertulis,” ucapnya.
Hal. 19
Berbeda Kepentingan
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NI wall Pex,
T

Pemer
Selagi ada kepentingan
tersembunyi yang berkaitan
dengan pengel :A», ] &]a
n sekitarnya,

n Ba-
erbe-
yang

) kepen@ing@. “Ada

i i Q,k‘.o VY .‘>a-‘8ﬂ..'“" C ol
dalam kerangka memanfaat- maka kedamaian Bali akan
kan kawasan teluk sebagai tetap terusik, dan barangkali
wilayah reklamasi, sedang- rakyat akan selalu berpihak
kan di pihak lain ada yang kepada Pemkab Badung yang
menghendaki Tukad Matidan tetap konsisten ment :ki
is

sekitarnya adalah k wasan perda sebagai aspirasi
konservasi,” jelasnya. i Badung yang tetap ko

Dia memandang, Pem- untuk mengawal Teluk Ben
kab Badung sepertinya tidak sebagai wilayah konservasi.
ingin ada peluang sedikit Seperti diberitakan sebel- |
pun untuk membuka pintu umnya, Pemprov Bali melalui |
kepada siapa pun dan pihak Dinas Kehutanan menghenti-
, mana pun untuk mengubah kan proyek penataan muara
kawasan konservasi menjadi Tukad Mati di kawasan Pa-
wilayah peruntuka%{r.i‘;eskip-, tasari, Kuta, Sabtu (29/ ).
un Perpres versi SBY belum Proyek yang menelan dana
dicabut. Seandainya kedua in- Rp 47 miliar dan dikerjakan
stansi Pemprov dan Pemkab PT Adi Karya ini telah ber-
Badung memiliki pandangan langsung 30 persen. Pemprﬁ
yang sama, bahwa konser- berdalih penghentian proye
vasi tidak dapat dibenarkan karena kawasan tersebut
untuk dimasuki investor, masuk blok perlindungan
maka perbedaan pandangan yang tidak bisa diotak-atik
itu tidak akan terjadi. Pada g'(:uali ada izin menteri.
sisi pandang daratan seba- Selain itu Pemkab Badung
gai wilayah bebas dari pen- juga tidak mengantongi izin
gelolaan kehutanan, maka terkait dengan proyek terse
Pemkab Badung memiliki but. (kmb27) | I
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